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Abstract 
The policy of warrant pay issuance is one of the state finance management policies to 
increase the awareness of budget use that sourced from State Budget, and a document issued, used 
by budget user, the authority of budget user of the signing budget of a warrant pay to withdraw 
funds allocated by source from DIPA or other equivalent documents. The aims of this research is to 
analyze the implementation of the policy of issuing a warrant paying financial aid sourced from the 
state budget. (Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 
250/PMK.05/2010). This was a descriptive qualitative research. Data were collected through 
observation, interviews, and documentation. The theory used was adopted from Rippley and 
Franklin, since Rippley and Franklin's implementation theory model emphasized the content aspect 
of the policy. According to Rippley and Franklin where the success of program policy 
implementation is viewed from three factors, namely: a) a compliance perspective that measures 
the implementation from the apparatus obedience apparatus; b) the success of the implementation 
is measured by the smoothness of the routine and the absence of problem, and c) successful 
implementation leads to the satisfactory performance of all parties, especially beneficiary groups. 
The results of the research indicate that the implementation of the policy on payment letter 
issuance of State Budget Division aid to the Education and Culture Deoartment of Central 
Sulawesi Province has been well implemented. 




Proses Penerbitan SPM adalah tahapan 
penting dalam penatausahaan pengeluaran 
yang merupakan tahap lanjutan dari proses 
pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM 
juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai 
dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU 
dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian 
atas SPM yang diajukan baik dari segi 
kelengkapan dokumen maupun kebenaran 
pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian juga 
dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh 
bendahara. Begitu juga untuk SPM TU jika 
sebelumnya telah pernah dilakukan. Menurut 
Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang 
Tata cara pencairan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara pasal 4 
poin c  Penerbitan Surat Perintah Membayar ( 
SPM). Secara legal, penerbitan SPM adalah 
otoritas Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dengan 
demikian, tanda tangan dokumen SPM 
dilakukan oleh Pengguna Anggaran yang 
bersangkutan sebagai sebuah pernyataan 
penggunaan anggaran di lingkup SKPDnya. 
SPM yang telah ditandatangani kemudian 
diajukan kepada Bendahara Umum Daerah 
(BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan 
pencairan dana. SPM dapat diterbitkan jika: 
Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu 
anggaran yang tersedia, dan didukung dengan 
kelengkapan dokumen sesuai peraturan 
perundangan. Penerbitan Surat Perintah 
Membayar (SPM) merupakan bagian dari 
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sistem dan prosedur pengeluaran kas, proses 
penerbitan SPM adalah tahapan penting bagi 
penerima hak. Permasalahan yang sering 
timbul adalah ketika proses melewati waktu 
yang telah ditetapkan prosedur, sebagaimana 
ketentuan prosedur bahwa penerima Hak 
memiliki waktu 5 (lima) hari untuk 
mengajukan proses mendapatkan Surat 
Perintah Membayar (SPM) kepada Pihak 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lama 
proses pada Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) adalah 5 (lima) hari, selanjutnya proses 
memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) 
dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dilanjutkan kepada Pejabat Pembuat Surat 
Perintah Membayar( PPSPM) juga lamanya 5 ( 
lima Hari) dan selanjutnya Surat Perintah 
Membayar di serahkan ke KPPN untuk 
diverifikasi lamanya 2 ( dua) hari.  
Dari prosedur ini Penerima Hak hanya 
membutuhkan waktu proses selama 17 ( tujuh 
belas hari ). Penerima hak dapat memperoleh 
haknya apabila memiliki Surat Perintah 
Membayar (SPM), Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP), memperolehnya melalui 
proses pengujian atas SPM yang diajukan baik 
dari segi kelengkapan dokumen maupun 
kebenaran pengisiannya. Surat Pemerintah 
Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika 
pengeluaran yang diminta tidak melebihi 
paguanggaran yang tersedia dan didukung 
dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan 
perundangan. 
Pihak-pihak terkait berperan hingga 
terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) 
hendaknya mentaati kebijakan yang ada, sebab 
akan berpengaruh secara langsung maupun 
tidak langsung bagi penerima hak dan 
keuangan Negara. Menurut penulis kelemahan 
system prosedur dalam penggunaaan 
memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) 
yang cenderung berpotensi terjadinya 
penyalagunaan kewenangan perlu diwaspadai 
mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
masih membutuhkan arahan atasan. 
Kebanyakan system birokrasi dana dministrasi 
public kita masih diinterpensi oleh struktur 
organisasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
hendaknya lebih taat pada kebijakan yang 
kontennya prosedur, sebab selama Pejabat 
Pembuat komitmen (PPK) menjaga jarak 
terhadap intervensi atasan, maka selama itu 
tidak terjadi kesalahan. 
Dalam berbagai media kita menyaksikan 
terjadinya penggunaan kewenangan dalam hal 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terjadi 
pelanggaran Pidana Korupsi, ini penting untuk 
penulis ungkapkan dalam penelitian ini. 
Problem Surat Perintah Membayar (SPM) 
berpotensi dimainkan oleh pihak – pihak yang 
ingin mengais keuntungan pribadi, 
Berdasarkan Observasi Penulis diperoleh data 
bahwa pihak terkait langsung dalam 
memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) 
adalah : 
1. Pihak Penerima Hak; 
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
3. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar 
(PPSPM); 
4. KPPN. 
Melihat idealnya prosedur tersebut, 
maka keberhasilannya tergantung pada 
kemampuan implementor, namun jika 
implementasi kebijakan meteri keuangan 
tersebut melemah maka dilihat dari sisi 
implementasi belum berjalan dengan baik. 
Berdasarkan pada berbagai masalah 
yang penulis peroleh selama obsevasi, maka 
penulis dalam penelitian ini memberi judul 
atau topic penelitian “Implementasi Kebijakan 
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 
Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah” Untuk 
menganalisis permasalahan yang berkaitan 
dengan Judul tersebut penulis memilih teori 
Implementasi Rippley dan Franklin dalam 
Winarno ( 2012;45) menegaskan bahwa setiap 
produk kebijakan publik yang siap di 
implementasikan akan berhasil jika 
memperhatikan dan mensinergikkan 3 (tiga) 
faktor utama, yaitu; 
1. Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatur 
pelaksana atau implementor kebijakan 
publik di tuntut memiliki sikap dan 
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mentality yang mewujudkan pada tindakan 
yang patuh dan taat asas dalam 
melaksanakan setiap kebijakan publik. 
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan. 
Para implementor kebijakan publik sedapat 
mungkin mengeliminir setiap permasalahan 
yang ditemui dalam proses implementasi 
kebijakan piblik. Setiap implementor 
menjadi problem solver, bukan sebaliknya 
menjadi pemicu permasalahan. 
3. Kinerja. Setiap pelaksana kebijakan pada 
akhirnya bermuara pada efektif tidaknya 
proses implementasi dari kebijakan itu 
sendiri. Efektifnya proses implementasi 
kebijakan tentunya akan melahirkan apa 
yang disebut optimalisasi kinerja 
kebijakan,tetapi efektivitas dan optimalisasi 
kinerja kebijakanpun ditentukan oleh 
kinerja individu dan para implementor 




 Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian 
deskriptif Kualitatif; yaitu mampu membuat 
suatu gambaran yang mendalam mengenai 
situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. 
Fokus penelitian ini pada Implementasi 
Kebijakan Penerbitan Suarat Perintah 
Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Penulis juga menggunakan  
pendekatan kualitatif dalam memperoleh data, 
jenis data dan sumber data. Peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif, karena 
pendekatan kualitatif lebih mengutamakan 
kualitas data, kualitas sumber data dan kualitas 
pengumpulan data. 
 Lokasi penelitian ini adalah Di Kantor 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Insya Allah berlangsung 
sejak Surat Izin Penelitian dikeluarkan oleh  
Fakultas, lama penelitian  selama 5 bulan. 
  Informan adalah orang yang dipilih 
untuk dapat menerangkan dan memberikan 
informasi sesuai dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian. Pemilihan informan 
dilakukan berdasarkan kebutuhan data. 
Penentuan Informan oleh Penulis disesuaikan 
dengan kapasitas, kualitas pengetahuan serta 
partisipasi sebagai implementor dalam 
Implementasi Kebijakan Penerbitan Suarat 
Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN 
Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
 Jumlah informan yang dipilih  pada 
penelitian ini  disesuaikan dengan kebutuhan 
data, keakuratan informasi. Oleh karena 
Penulis menetapkan informan penelitian 
berdasarkan pada pengetahuan dan partisipasi 
serta profesi yang dimilikinya. Maka  infoman 
itu terdiri dari: 
1. Penerima Hak   1 orang  
2. PPK  2  orang 
3. PPSPM 1 orang  
4.  Pihak Ke-tiga  1 orang 
5. Ferifikator    1 Orang  
6. Operator sistem  SPM. 1 Orang. 
  
Jenis dan Sumber Data  
 
Jenis Data 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, atau data yang 
dikumpulkan oleh penulis.Teknik 
pengumpulannya melalui wawancara 
mendalam (in depth interview) mengacu 
pada pedoman wawancara (interview 
guide) yang telah disiapkan. 
2. Data sekunder, adalah data diperoleh secara 
tidak langsung dari sumbernya atau data 
yang sudah tersediah, diperoleh melalui 
dokumen-dokumen atau catatan tertulis 
yang dikumpulkan dengan menggunakan 
instrumen pedoman telaah dokumen 
(document review guide). sehingga disebut 
sebagai data dokumenter. 
 
Sumber Data 
 Sumber data pada penelitian ini adalah 
seluruh hasil wawancara, observasi, dokumen-
dokumen yang dianggap relefan dan valid 
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sesuai dengan masalah penelitian yang akan 
diteliti. 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data Primer dilakukan dengan 
cara: 
1. Observasi;  
2. Wawancara  
3. Dokumentasi. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data yang banyak 
digunakan kalangan peneliti adalah analisis 
model interaktif (interactive model of analysis) 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Penyusunan satuan atau editing data;  
2. Reduksi Data (reduction data), 
3. Penyajian Data 
4. Penarikan Kesimpulan (conclution 
drawing)/Verifikasi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) 
faktor yang hedak dibahas, dimana faktor-
faktor  tersebut sangat menentukan 
keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, 
terutama kebijakan yang bersifat program 
pelayanan. 3 (tiga) faktor  yang maksud adalah 
factor-faktor yang dikemukakan  oleh  Rippley 
dan Franklin, dimana implementasi kebijakan   
menekankan pada  aspek isi kebijakan (content 
of policy). Menurut Rippley dan Franklin 
dalam (Hasbullah.2012; 67) bahwa  
keberhasilan implementasi kebijakan program 
di tinjau dari tiga faktor meliputi; 
a) Perspektif kepatuhan yang mengukur 
implementasi dari kepatuhan aparatur 
pelaksana;  
b) Keberhasilan implementasi diukur dari 
kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; 
dan 
c) Implementasi yang berhasil mengarah 
kepada kinerja yang memuaskan semua 
pihak terutama kelompok penerima manfaat 
program.      
Dalam pembahasan hasil penelitian  ini, 
penulis mengemukakan sejumlah data yang 
diperoleh selama penelitian, terutama data 
hasil wawancara dengan sejumlah infoman 
yang kredibel dibidang Program Penerbitan 
Surat Perintah Membayar  (SPM) keuangan 
APBN pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. 
Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
 
Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur 
(aparatur sebagai implementor). 
Perspektif kepatuhan atau ketaan 
aparatur/implementor menjadi dasar  berpijak  
implementasi dari isi sebuah kebijakan,  
apakah terimplementasi secara baik atau tidak, 
sebab dalam melakukan implementasi, para 
pelaksana/implementor  terikat oleh kepatuhan  
terhadap isi kebijakan itu sendiri. Kita sering 
menyaksikan  berbagai kebijakan dalam 
bentuk program  gagal atau mengalami 
hambatan, tidak terlaksana dengan baik, bukan 
karena faktor datang dari luar saja yang 
mempengaruhinya, justru kegagalan program 
lebih disebabkan oleh faktor internal dari 
pelaksana atau implementor itu sendiri, 
ketidak taatan atau kepatuhan para 
pelaksana/implementor  terhadap isi kebijakan, 
arah atau mekanisme yang telah ditetapkan 
membawa konsekwensi atas keberhasilan 
implementasi sebuah kebijakan .  
Berkaitan dengan fokus penelitian ini, 
fokus penelitian  implementasi kebijakan  
penerbitan SPM  keuangan APBN pada Dinas 
Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi 
Sulawesi Tengah, maka kepatuhan atau 
ketaatan para implementor menjadi faktor 
penentu terselenggaranya pelayanan bagi 
Pihak yang mendapatkan anggaran APBN.  
Teori implementasi model Rippley dan 
Franklin yang menekankan pada faktor 
ketaatan atau kepatuhan para implementor 
tidak terbantahkan tepat digunakan dalam 
penelitian ini, sebab Penerbitan SPM 
Keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah   
membutuhkan kepribadian  yang taat atau 
patuh terutama jujur dalam melaksanakan isi 
kebijakan mengangkut penggunaan keuangan 
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Negara. penelitian yang mengambil lokasi 
khusus (lokus) di kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah  
diharapkan oleh penulis akan memperoleh 
kejelasan implementasi kebijakan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
250/PMK.05/2010  Tentang Tata cara 
pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) atas beban bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pada kantor 
Pelayanan Perbendaharaan  Negara. 
Berdasarkan uraian  di atas, maka 
penulis mewawancarai  sejumlah informan 
untuk mengetahui ketaatan atau kepatuhan  
implementor terhadap implementasi  kebijakan  
Penerbitan SPM Keuangan APBN di  Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah.  
Wawancara dengan informan, Ansar, 
S,sos,M,Si.  Kepala UPT TKIP Kantor Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah, yang   dapat disimpulkan, bahwa: 
Pelayanan  Penerbitan SPM  merupakan 
perintah Undang-undang, kami sebagai 
pelaksana/implementor harus komitmen , taat 
atau patuh menjalankannya. Wujud dari 
kebijakan pelayanan Penerbitan  SPM   
adalah setiap unit kerja yang mendapatkan 
bantuan keuangan APBN mekanisme 
pencairan tetap melalui mekanisme dan 
prosedural yang berlaku, artinya keuangan 
APBN yang ada melalui Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan tidak dapat dicairkan tanpa SPM. 
(Hasil wawancara,  5 September 2018) 
Berkenaan dengan pernyataan informan  
tersebut di atas, penulis melakukan wawancara 
dengan  informan  lain yaitu ibu Asria,SE,MM 
PPK APBN UPT. TKIP Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang 
dapat disimpulkan bahwa:  
Kepatuhan atau ketaatan menjadi modal 
utama dalam melayani sejumlah unit kerja 
yang mendapatkan bantuan keuangan APBN, 
Unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  tidak 
dapat dicairkan bantuan keuangan APBN 
tersebut jika bagian/seksi  kurang patuh dan 
taat pada peratuan dan mekanisme yang ada. ( 
Hasil Wawancara,7 September 2018) 
 Penulis mencermati bahwa  sasaran dari 
Penerbitan SPM adalah menjaga keuangan 
Negara yang diberikan kepada sejumlah unit 
kerja agar termanfaatkan secara baik sesuai 
peruntukannya. Maraknya penyelewengan 
keuangan Negara selama ini,  salah satu 
pemicunya adalah  lemahnya implementor jika 
sudah berhadapan dengan proses keuangan 
Negara. Penerbitan SPM sangat rawan dan 
mudah digunakan oleh oknum pembuat SPM. 
Sebab bantuan keuangan yang diberikan 
kepada unit-unit kerja dilingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan cenderung  tidak 
sabar mengikuti mekanisme pencairan. 
Implementor  rentan menyalagunakan 
kewenangannya, jika seperti itu maka ketidak 
patuhan terhadap isi dari kebijakan tersebut 
akan merugikan kebijakan itu sendiri. Salah 
satu indikator kepatuhan atau ketaatan para 
implementor adalah keberhasilan penerbitan 
SPM tepat waktu, kualitas penerbitan SPM 
juga dapat diukur dari para penerima bantuan 
Keuangan APBN, taat atau patuh mengikuti 
proses penerbitan SPM dengan tidak 
melakukan transaksi berupa iming-iming hadia 
yang menyebabkan penerbitan SPM menyalahi 
aturan. 
Secara kualitatif kepatuhan atau ketaatan 
para implementor akan tercermin pada tingkat 
keberhasilan dengan melihat dari  2 (dua) 
indikator yaitu: 
1) Tersalurkannya dana bantuan  Keuangan 
APBN  tepat waktu, tepat sasaran dan tepat 
jumlah. 
2) Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan para 
implementor yang bersih tanpa dipungut 
biaya atau pemberian dari oknum-oknum 
yang ingin proses penerbitan SPM-nya 
dipercepat.    
Sedangkan ukuran lain dari kepatuhan 
atau ketaatan implementor dapat dilihat dari 
indikator keberhasilan kuantitatif, yaitu 
tersalurnya dana bantuan keuangan APBN 
yang disalurkan kemasing-masing unit kerja. 
Hal ini penting mengukur kepatuhan dan 
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ketaatan para penerima bantuan keuangan 
APBN sebagai implementor. Penulis 
melakukan wawancara dengan informan, 
penerima manfaat bantuan keuangan APBN, 
Kepala SMP, Bapak Yusri, S.Pd, M.Pd yang 
dapat disimpulkan bahwa : 
Dana bantuan  Keuangan APBN yang 
diberikan kepada Unit kerja ini, tetap  melalui 
mekanisme pencairan pada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Prov.sulteng, kami 
mengurusnya sampai cair, memang diakui 
soal ketepatan waktu penerbitan SPM masih 
meliwati waktu yang ditentukan, hal tersebut 
karena adanya beberapa persyaratan belum 
dipenuhi.  ( Hasil wawancara, 11 september 
2018)  
Untuk mengetahui  kepatuhan atau 
ketaatan para implementor sebagai monitoring  
penerbitan SPM dan penerimaan Bantuan 
Keuangan APBN, penulis mewawancarai 
informan Ibu Asria,SE,MM PPK UPT.TKIP 
DIkbud Prov.Sulteng, yang dapat disimpulkan 
bahwa: 
Menjadi kewajiban kami setelah  unit kerja 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Prov.sulteng  menerima  bantuan dana 
keuangan APBN, kami melakukan monitoring  
langsung kepada penerima  manfaat bantuan 
tersebut. Demikian pula kami melakukan 
monitoring terhadap proses penerbitan SPM 
atas bantuan APBN tersebut. ( Hasil 
wawancara, 11 September 2018) 
Selanjutnya hasil wawancara penulis 
dengan informan, Ibu Rockhfani K. Ngongo, 
SE, PPK, Kantor Dinas pendidikan dan 
kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah,  
tentang kepatuhan atau ketaatan implementor 
dalam melaksanakan monitoring terhadap 
pelaksanaan bantuan keuangan APBN, dapat 
di simpulkan bahwa :  
Para implementor melakukan monitoring 
secara berkalah mulai dari persiapan 
perencanaan penerima, berapa banyak, 
berapa besar dana yang akan diterima, 
sampai pada pelaksanaan penerbitan SPM. 
(Hasil wawancara, 12 September 2018) 
Selanjutnya penulis melakukan 
pendalaman  tentang ketaatan atau kepatuhan 
implementor terhadap isi kebijakan  penerbitan 
SPM, pendalaman itu meliputi aspek-aspek 
yang perlu dimonitoring, bagi penulis ini 
penting karena akan kelihatan interaksi antara 
implementor dengan ketaatan atau kepatuhan 
itu sendiri.  
Untuk memberi kualitas data pada 
penelitian ini   menyangkut ketaatan atau 
kepatuhan para implementor penerbitan SPM 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tengah, penulis 
mewawancarai informan, Bapak Ansar, 
S,Sos,M,Si. Kepala UPT. TKIP. Dikbud Prov. 
Sulteng. yang  menanyakan kepatuhan atau 
ketaatan para implementor menjalankan 
monitoring penerbitan SPM, dapat 
disimpulkan bahwa: 
Benar secara berkala para implementor 
melakukan kegiatan berupa monitoring serta 
pembinaan kepada unit-unit yang 
mendapatkan Bantuan keuangan APBN. 
(Hasil wawancara, 14 September 2018) 
Berdasarkan hasil wawancara sejumlah 
informan diatas, penulis setelah mendalami 
berbagai data termasuk data sekunder, maka 
dapat penulis garis bawahi bahwa faktor 
kepatuhan atau ketaatan para implementor 
selama melakukan kegiatan pencairan Bantuan 
keuangan APBN sudah berjalan sesuai 
ketentuan khususnya pada proses penerbitan 
SPM. 
 
Faktor Kelancaran dan tidak adanya 
persoalan/masalah  
Para implementor penerbit SPM sedapat 
mungkin mengeliminir dan mereduksi setiap 
permasalahan yang timbul selama proses 
implementasi, setiap implementor berperan 
sebagai problem solver bukan sebaliknya 
menjadi pelaksana program/implementor yang 
memicu permasalahan. 
Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan  
penerbitan SPM atas bantuan Keuangan 
APBN dilingkungan  Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, tolok 
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ukur yang penulis gunakan adalah  faktor 
kelancaran dan tidak adanya persoalan atau 
masalah. Sebagaimna teori implementasi 
Rippley dan Franklin, menurut  Rippley dan 
Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan 
program ditentukan oleh faktor kelancaran dan 
tidak adanya persoalan atau masalah yang 
berarti. Teori implementasi Rippley dan 
Franklin, bukan meniadakan masalah tetapi 
tidak adanya masalah yang berarti.  
 Penulis menyadari untuk kepentingan 
publik, pasti ada perbedaan pandangan atau 
pendapat namun tujuannya adalah untuk 
menemukan sebuah formulasi yang tepat yang 
dapat diterima secara umum. Untuk 
mendalami faktor kelancaran dan tidak adanya 
masalah, sebagaimana teori implementasi 
Rippley dan Franklin, bahwa  faktor penentu 
keberhasilan kebijakan penerbitan SPM pada 
bantuan keuangan APBN di lingkungan dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Privinsi Sulawesi 
Tengah, penulis mewawancarai informan Ibu 
NURFADLIA, SE, Operator  Sistem 
Keuangan dan Asset. Kantor Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Prov. Sulteng. yang dapat 
disimpulkan bahwa: 
Masalah tetap ada  dalam proses penerbitan 
SPM, terutama tersedianya Sumber Daya 
Manusia, yang mana dengan sistem Digital 
saat ini menjadi masalah tersendiri, namun 
kami sebagai implementor tetap berupaya 
agar semua pihak  yang berkepentingan, 
menginginkan kelancaran penerbitan SPM 
tepat waktu serta transparan tidak terjadi 
tawar menawar mendapatkan balas budi, 
sekalipun peluang untuk melakukan tindakan 
yang tidak terpuji sangat besar. (Hasil 
wawancara,18 September 2018)  
Hasil wawancara dengan informan 
lainnya, yaitu Ibu Rockhfani K. Ngongo, 
SE,PPK Bid. SMA. Kantor dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan Prov. Sulteng. yang dapat 
disimpulkan bahwa: 
Benar permasalahan yang sedikit 
mepengaruhi implementasi kebijakan 
penerbitan SPM, khususnya jika terjadi  
kemacetan alat alektronik pasti mengalami 
molor waktu pembuatan dan penerbitan SPM. 
Dalam kondisi seperti ini ada saja oknum dari 
penerima bantuan keuangan APBN mengeluh 
dan bertindak tidak wajar, namun dapat 
diselesaikan sebagai mana yang diharapkan. 
(Hasil Wawancara, 20 September 2018) 
Dari hasil wawancara tersebut di atas 
dapat penulis dalami bahwa ada permasalahan 
yang timbul pada saat implementor melakukan 
implementasi penebitan SPM, ada peluang dari 
oknum pihak ketiga untuk melakukan langka-
langka inprosedural terutama dalam proses 
percepatan penerbitan SPM, namun segera 
dapat di atasi.  
Penerbitan SPM sangat rawan akan 
terjadinya transaksi-transaksi yang tidak 
prosedural, kerentanan bisa terjadi antara 
pembuat atau penerbit SPM dengan pihak 
ketiga yang memenangkan tender 
pembangunan fisik, sehingga dibutuhkan 
implementor yang jujur patuh dan taat 
mengikuti prosedur yang benar. Disini 
permasalahannya, bisa muncul karena faktor-
faktor kedekatan, pertemanan atau pemberian 
hadiah kepada oknum-oknum pembuat 
penerbit SPM.  
Untuk mengindari masalah ini perlu ada 
kepatuhan serta setiap implementor 
mengambil sikap sebagai penyelenggara 
Negara yang baik, tidak mudah terbujuk oleh 
hadiah dari pihak yang menghendaki 
percepatan penerbitan SPM. Petugas penerbit 
SPM berhak menolak dan melakukan 
pencegahan kebocoran keuangan Negara 
melalui sikap dan tindakan yang pro pada 
kepatuhan dan ketaatan.  
Untuk memperoleh data yang valid 
kembali peneliti mewawancarai informan, 
Bapak ansar,S,sos,M,Si. Kepala UPT.TKIP. 
Kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan 
Prov. Sulteng, yang dapat di simpulkan bahwa: 
Mekanisme seleksi berkas penerbitan SPM 
rawan dimanipulasi oleh oknum-oknum yang 
tidak bertanggungjawab. Peluang terjadinya 
sogok menyogog  sangat mungkin. Namun hal 
itu tidak terjadi selama ini. (Hasil 
Wawancara,19 September 2018) 
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Berdasarkan informasi dari sejumlah 
informan di atas, maka penulis dapat 
memberikan kesimpulan bahwa implementasi 
kebijakan Penerbitan SPM atas bantuan 
keuangan APBN dilingkungan dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi, tidak mengalami hambatan dari 
faktor kelancaran dan tidak adanya masalah 
atau ada masalah tapi tidak berati bagi 
implementor melakukan kegiatan penerbitan 
SPM.   
 
Faktor Kinerja  
Kinerja dalam implementasi yang 
dimaksud oleh Rippley dan Franklin adalah 
kemampuan kerja para implementor dalam 
mengimplementasikan setiap kebijakan publik. 
Implementor mengarahkan seluruh potensinya 
serta sumber daya yang ada untuk 
melaksanakan implementasi dari kebijakan itu 
sendiri. 
Kinerja organisasi maupun kinerja 
pegawai dapat diukur dari aspek-aspek: 
produktivitas, kualitas pelayanan, 
responsivitas, responsibilitas, dan 
akuntabilitas, aspek - aspek tersebut 
menjadikan kinerja menjadi baik.  Kebijakan  
penerbitan  SPM kinerjanya akan dapat dilihat 
seberapa  baiknya  produktivitas dari pengawai 
penerbit SPM, kualitas pelayanan petugas 
pembuat SPM, juga responsivitas yang 
diberikan oleh pegawai selama penerbitan 
SPM, demikian pula responsibilitas yang 
dirasakan oleh setiap menerima SPM 
pelayanan yang diterima oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan penerbitan SPM, 
apakah pihak yang membutuhkan SPM  
tersebut merasa puas terutama  soal waktu. 
Menurut Rippley dan Franklin 
Implementasi yang berhasil mengarah kepada 
kinerja yang memuaskan semua pihak 
terutama kelompok penerima manfaat 
program, untuk melihat keberhasilan 
implementasi kebijakan penerbitan SPM 
bantuan keuangan APBN di lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah   dari faktor kinerja terutama melihat 
tingkat kepuasan pihak penerima manfaat, 
maka penulis mewawancarai informan, Ibu/ 
Bapak Kepala SMP Negeri 12 Palu  Bapak 
Yusri , S.Pd.,M.Pd sebagai penerima manfaat 
bantuan Keuangan APBN di lingkungan dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, yang 
dapat disimpulkan bahwa : 
Dana bantuan Keuangan APBN bagi saya 
sebagai penerima manfaat terasa memberikan 
perubahan dalam hal  peningkatan dan 
kenyamanan peserta didik selama belajar. 
Dan masalah waktu proses penerbitan SPM 
masih dalam standar yang wajar terutama 
kinerja yang ditunjukkan oleh penerbit SPM. 
(Hasil wawancara, 23 September 2018)     
Hal yang sama dibenarkan oleh informan 
pihak ketiga Bapak  Moh. Reza BD,SH. 
Pelaksana Bantuan Keuangan  APBN, yang 
dapat di Simpulkan bahwa :  
Kami sebagai pengelola bantuan APBN  terus 
melakukan implementasi  dengan mengikuti 
prosedur, terutama dalam memperoleh SPM. 
Selama ini penerbitan SPM sekalipun waktu 
sering mundur namun pada prinsipnya  
pelayanan penerbitan SPM atas bantuan 
keuangan APBN tetap keluar. (hasil 
wawancara,24 September 2018) 
Kedua informan di atas secara jelas 
memberikan informasi bahwa kehadiran 
kebijakan Penerbitan SPM atas bantuan 
Keuangan ABPN pada lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah masih dalam tarap rasional, artinya 
kinerja para pegawai  atau petugas penerbit 
SPM kualitas pelayanannya tidak begitu 
buruk. Bagi penerima manfaat bantuan 
keuangan APBN di lingkungan dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah masih sesuai harapan yang diinginkan, 
dimana kegiatan proses penerbitan SPM sesuai 
dengan usulan dan tahapan yang berlaku.  
Berdasarkan informasi di atas, maka 
penulis beranggapan bahwa implementasi 
kebijakan penerbitan SPM  atas bantuan 
keuangan APBN di lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah masih dalam tarap rasional telah 
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memenuhi harapan bagi penerima manfaat 
yaitu mereka yang membutuhkan SPM,  dan 
bagi implementor merupakan bentuk kinerja 
yang membawa prestasi sebagai pengelola 
maupun sebagai pengambil kebijakan.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
 Bahwa implementasi Kebijakan 
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 
Keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
terlaksana dengan baik, sesuai analisis teori 
implementasi kebijakan Rippley dan Franklin, 
dimana ke-tiga faktor penentu keberhasilan 
implementasi kebijakan penerbitan SPM telah 
terpenuhi, 3 (tiga) faktor tersebut adalah: 1) 
Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur 
(aparatur sebagai implementor), 2) Kelancaran 
dan tidak adanya persoalan/masalah yang 
berarti, dan, 3) Faktor Kinerja. 
 
Rekomendasi 
 Mengingat Proses Penerbitan SPM 
rentan terhadap penyalahgunaan jabatan dan 
kewenangan berupa peluang transaksional 
antara pembuat SPM dengan pihak penerima 
bantuan keuangan APBN, maka disarankan 
perlu pengawasan dari pihak KPK, agar 
peluang terjadinya kebocoran keuangan 
Negara dapat dicegah. 
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